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KEPALA DESA KESUBEN

KECAMATAN LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA KESUBEN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KESUBEN

a.

1

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KESUBEN

bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat desa;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2025 vyang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga
menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat
adil, makmur dan sejahtera;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang



Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); '
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-2019) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang membahayakan
Perekenomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang - Undang nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan

kedua atas Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomo 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2023 Tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 683

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal Dan Trasmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019
tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
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Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
961);
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1424);
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2024
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tegal tahun 2025
Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang
Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan
Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan
Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);
Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);
Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2017 Nomor 23);
Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Tegal Tahun 2018 Nomor 24);
Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan keuangan Desa, yang telah diubah dengan
Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun
2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupatehn Tegal Tahun 2021 Nomor 24);
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Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);

Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);

Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk
Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor
41}

Peraturan Bupati Tegal Nomor 115 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyususnan APBdesa Tahun 2023

(Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor
1158

Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2023 tentang
Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta
Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten
Tegal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun
2023 Nomor 82);

Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2023 tentang
Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan
Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun
2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 Nomor
83 );

Peraturan Bupati Tegal Nomor 900/611 Tahun 2023
tentang Standar Harga Satuan Pemerintahan Kabupaten
Tegal Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Tegal Tahun 2023 Nomor 900/611 );

Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tegal tahun 2025;

Peraturan Desa Kesuben Nomor 01 Tahun 2017. tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal
(Lembaran Desa Kesuben Tahun 2017 Nomor 01);
Peraturan Desa Kesuben Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Asset Desa Kesuben (Lembaran Desa
Kesuben Tahun 2017 Nomor 11).

Peraturan Desa Kesuben Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDesa) Tahun 2019-2024 Desa Kesuben Kecamatan
Lebaksiu Kabupaten Tegal ( Lembaran Desa Kesuben
Tahun 2018 No 3)

Peraturan Desa Kesuben Nomor 03 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Kesuben
(Lembaran Desa Kesuben Tahun 2019 Nomor 03)



43. Peraturan Desa Kesuben Nomor 7 tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) desa
Kesuben Tahun 2025 (Lembaran Desa Kesuben Tahun
2024 Nomer 7 );

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KESUBEN
Dan
KEPALA DESA KESUBEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA KESUBEN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kesuben Tahun Anggaran
2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp. 3,659,145,906,-

2. Belanja Desa

a. Bidang Pemerintahan Desa Rp. 1,119,877,583,-
b. Bidang Pembangunan Desa Rp. 1,776,660,000,-
c. Bidang pembinaan Masyarakat Desa Rp. 208,046,359,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyrakat Desa Rp. zi;’ ;gg’ggg’:
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Rp. Al .

Keadaan Darurat dan Mendesak Desa 3,388.883,942,-

Rp.
Surpuls/Defisit Rp. 270.261.964
3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 124,510,536,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 394,772,500,-
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. (270.261.964,-)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan

Anggaran Rp. 0,00

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

dsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:



a) keluarga miskin yang berdomisili di Desa
bersangkutan dan diutamakan untuk keluarga
miskin ekstrem.

b) keluarga yang terdapat anggota keluarga
rentan sakit menahun/kronis

c) Keluarga dengan anggota rumah tangga
tunggallanjut usia dan/atau

d) Keluarga yang terdapat anggota keluarga
difabel.
Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin ekstrem
sasaran penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai
(BLT-DD) dituangkan dalam lampiran yang menjadi
bagiantidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III

PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA
Pasal 5

(1) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh
Pemerintah desa dengan metode tunai

(2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT
DD) ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus
ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12
(dua belas) bulan atau sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan ;

Pasal 6

Ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan dan
penatausahaan berpedoman pada Peraturan Bupati
yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan desa.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 7

Monitoring dan evaluasi Bantuan Langsung Tunai
dilaklsanakan oleh:

Badan Permusyawaratan Desa

Camat

DPMD Kabupaten

Inspektorat Kabupaten

aooe

BAB V

PENUTUP
Pasal 8




Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala
Desa ini dengan penempatannya dalam Berita
Desa KESUBEN.

Ditetapkan di : KESUBEN
da-Ta : 4 Februari 2025

Diundangkan : di KESUBEN
Pada tanggal : 5 februari 2025
SE [S DESA KESUBEN

L -

MOHAMAD SUSILO
BERITA DESA KESUBEN TAHUN 2025 NOMOR 02




(NYVYd LIMVYS) SM.LA MVaAIL ¥y VYOONYL HYWNY SNHNONIN MY L L] d 10000.60159082E€ HOYVYWY.LSNN| 0€
SM.La Z ONVOVA3d gMd S IM| 1 5000861 1 L09082E€ OLNVAIH SIMV| 62
SyM1a 14 SYdI1 NVINYH HNENE oMd ¥ 18| 1 000988091 L1 L2EE NYIWHOXNN| 82
(W3HLSY3 ) SM1a Mvail € SVd31 NVINYH HNANEG oMY E LY 1 2000¥521019082EE NIQISOY| L2
SMLQ 9 VOONYL HYANY SNENONINW gMd e LM d Z000Z/Z1959082E€ HYWILY4d| 92
(W3H1SX3 ) SHLa Mvall € SYd31 NVIMVYH HNYNg gmdZ iyl 1 20009510Z0908ZEE ONYIMNS| 52
SM1a € Y1SVYMS NYMVASYH GMYGS 1Y 1 /0001601 #29082EE NYWYW| ¥2
SM.1a € VOONVL HYIWNY SNENONIW SMYV Il d 80005601559082€€ NOMYSE| €2
SM.1a 4 VOONVL HYWNY SNENON3IN sM¥E 1Yl d 981059201 #9082€¢€ 1LSvy| 22
SMLA 9 VOONVL HYWNYE SNHNONIN| SMEZLN| d #0000290599082€€ ILVMYS3 113] L2
SM1a (4 VOONVL HYWNY SNENONIW SMY L 1Y d 22102921 1 29082EE HVYAILY4V| 02
SY1a Z VOONV.L HYWNY SNENONIN pME Y 1Ml d 10009.$0059082EE HYWMIHMSENN] 61
SML1a 3 NAYY ONYMNL yMEE LY 1 1000191 L ¥#1908ZEE ON3ONS| 81
SM1a Z YOONVL HYIWNY SNENONIW yMEZIE]| d 86£059.01#9082€€ HVdIYYS| LI
(ONNLNVF LIMYS) SMLA MvalL V1SYMS NYMVAHYH P LY D /00009091 908Z€¢€ NIGNSWVS| 91
SM.La 14 VOONVL HYWNY SNENONIN eMEG LY d $0002690879082€€ INVAIMANI IA3Q] G1
SMLa | ONVOVYA3d EMEP LY d 60005950059082€¢€ ILVOHNVM! ¥
SM.1Q 14 VOONVL HYWNY SNENON3N EMMNE LY d 12102921 1 /908ZEE HvQISOY| €1
SHMLa ¢ Y1SVYMS NYMYAHYM eMYZ LM d 200096£089908CEE 10214 ViTYWWX YNISMI| 21
SM1a 4 YOONYL HYIWNY SNENON3IN eMmy L 1d| d /2102921 1.9082EE HYIdO¥| 1L
Syla ! ONVOVa3d, ZM¥S1¥| d £0005520959082¢€€! HYNVHOY! 0
SHM1a Z YOONVL HYIWNY SNENON3N MY ¥ 1d| d /0006910029082€¢€ HYHILYTHNN| 6
SM.La 4 SY1ONWINL zmd e 1l 1 9/00¥920109082€€ alHVYM| 8
(NIYLSHI) SHLa MvalL ¥ VOONVL HYWNY SNENONIN ZMeEZ LMl d 1 000£690¥9¥08ZEE ILNYHIONS VLI L
SM1a v VrY3X38 Mvall ZMe L 1dl T 20006.21£09082€€ Ory¥vHvY OLON LOLVO| 9
SM1a 8 INVL HNYNSG LMY S 1IN d 0€10252017908Z€EE HVYIANS] &
SM1a | VOONYL HYIWNY SNHNONIN LMY Y IM| d 62009921 } L¥08ZEE ILVANNWNL +
(N3Y1SM3) SMLA MValL ¥ SYd31 NVINYH HNYNg iMma el 1 60001880ZLE0LLLE AY¥3ava WYL €
SMLa ¥ ONVOVYA3d IMYzZLY d G000G¥101#9082EE HVYAILSYM| 2
SyM1a Z YOONVL HYINNY SNENONIN LMY L LY d 951059201 ¥9082€€ iwivaj 4
WdM
13X HYIWNNE NVYVry3M3d 1VAVIY dn MIN VIWVN ON

SZ0Z NVHVOONY NNHYL
N3ENS3M VS3A YINY138 NVA NVLYdVAN2d NVHVOONY RIVA ¥38ANNSHIE ONVA
(aa - 119) vS3a YNVQ IVNNL ONNSONY 1 NVNLINYS YIWINEIN3d ¥vV14va

gzoz uesebbuy unye} esaq eueq

_mc: 1 BunsBue uemueg Bueyua i GZOZ unyeg

Z 'ON uagnsay esaQ ejeday ueinjelad !

C

uesndwe




0 nyeiat _,
ny C /

§20¢ Ueniqa4 y0:'usgnsa)

L

g

SMLd [4 VOONVL HYWNY SNENONIN| 2L MY ¥ 1Y d /£€029.01¥9082€E INSYM| 48

SHM10 [4 INVLHNYNE| ZIMJE LY d 1000.¥10029082€€ HvYILNS| 95
(ISYMINANOX LIMVS) SHLA MvalL € INVLHNYNG| ZIMYZ1IH| 1 £20012211£9082€€ NIMIEOS VSI| S§
SH.1d 9 INVLHNYNG| ZLMY L 1d| d 90009¥2109908Z¢€E HYWIVS| ¥S

SH1d [4 VYOONVL HYWNY SNHNONIN LEMEPIH] d €000.51 1Z2¥#9082¢EE HVNIWY ILIS| €S

SH.1d 4 YOONVL HYWNY SNHNON3A|  LIMEELNY| d £00006¥095908C¢EE VSIN NITNY| 2§

(roao) sMLa Mvail [4 yraaxM3g Mvall] LEMYZ LY d 550092201 ¥9082€€ ILVANN] LS
(W3YLSH3) SM.1a MvalL € Yraay3g Mvaill LMY L LN 1 001065.0109082€€ IGNHSYW| 0§
SM1a [4 INVLHNENG| 0l MY S 1Y d 8100121025908Z€¢E HVYNILYYA| 6%
(W3Y1SX3) Syla Xvall € VOONVYL HYWNY SNHNON3IWN| 0L MYV 1H| d 80009.£059908Z¢€¢E ILVAVHNN| 8%
SX1a ¥ SYdITNVINYH HNYENG| 0L MY € 1d| 1 200058€0¥1908CEE NIMI¥Y4d ‘HOW| ¥

SH¥.1d [4 VLISVMS NYMVANWYM| 0L MEZ1d| 1 0200182061 ¥0ELLE 0QOdIM OLNVA| oF

SM.1d S SYdITNVINVHHNYENG| 0L MY L 1H] 1 #0001 880¥09082€€ WIYYX TNAaY| S¥
(W34.1SX3) SH.LA MVAIL [4 Yre3X38 Mvall 6MESIH| d 20006¥201#9082€€E HYILNW| v¥
Sy1a 3 ONVYOVA3d MYV 1E| T 2000£880029082€€ OWOLNS| £¥

SH1d 4 YOONVYL HYWNYH SNENONIN 6MHE LYl d 11008220.¥908C¢EE HYAVYHNY| 2%

(NYVd LIMVYS) SMLA Mvall 4 V.ISVMS NYMVAHYA eMdZ1d| 1 5000298021 908¢C¢EE 1HOSvQ| ¥
SM1d S VOONVL HYWNY SNHNONIW 6MdI L LY d 90000921 /59082¢€€ ILvA¥Na| oy

SH1d I ONVOVA3d gMEGIY| d 1000€290€19082¢¢ INOLSNM| 6€

SH.1a 14 VOONYL HYWNY SNHNONIN SMd V1Yl d £0002810€59082¢€¢ ILVAI4LNT| 8E
(W3Y.LSH3) SH.LA MvalL } vryaxM3g Mvdadll gMHELM d S0008¥20¥59082€E€E INYVL| LE
(HNdWNT) SHLa MvalL b vraax3g Avall gMdclYl #0006.2081908C¢EE HIHYMVYI SNOV| 9€
SM1d £ ONVYOVA3d SMY L 1Y| d 9000Z9+055908Z¢€¢ HOYIOL| S€

SH.Ld ¥ ONVYOVA3d LMYES 1Y 1 8000£66001908Z€E NVYWHOYNHLYS QYWVHOW| ¥€

SHY.1A S ONVYOY(Q3d LMY P LY T 1000¥S1 1 129082¢EE WIHOY 1Nagv| €€

SH.1d 14 VYOONVL HYWNYH SNENONIN LMHE LY d 600022201 #9082EE HvavNns| ¢¢

SH.1d ¥ VOONVYL HYWNNY SNHNONIN LMYZ 1Y d 1000¥95065908ZE€ ILYHO3VS| L€

WdM

13M HYTNNP NVVIrd3Ix3ad 1VAVIVY dri MIN VIAVN ON

ps

C




